 BUPATI KAPUAS HULU e
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 20_1_6 S
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
KABUPATEN DAN DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU
s :"DENG'AN,_RAHMAT TUHAN;YANG_-MAHA ES’A{".'_"; AR
BUPATI KAPUAS HULU,

: .Meﬁimbang' -t a. bahwa dengan berlakunya Undang—Undang'

:--'-Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dang

o Peraturan Pemenntah Nomor 43 ’I"ahun" :
2014 tentang Peraturan - Pelaksanaan_'_ e
o _Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014_‘_'___.-'_'_-' o

'.tentang Desa, maka setlap Peraturan-_"'--

' .Daerah yang mengatur tentang Desa harus

O ."mengacu pada Undang-Undang Nomor 6:_:- -

_;Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan;j-_.-'--

o -’Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang: ] o

_f Peraturan _ Pelaksanaan Undang-Ul’ldal‘lg'

E : Nomor 6 Tahun 2014 tentang DCSE[_ .:.: .

- _Sebagalmana telah g dmbah dengan_ E

ﬁ::: s Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun-_l:_.
_-'2015 tentang Perubahan Atas Peraturan. .
n : __-_-pemenntah Nomor 43 Tahun 201 4 tentang | a8 i



."Mengip.gat o

-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

bahwa  Peraturan D_a'ei*ah Kabupaten

~ Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Perimbangan ~Keuangan Kabupaten dan
Desa di Kabupaten 'Kapuas Hulu sudah

~ tidak sesuai- lag1 sehmgga perlu dlcabut

bahwa berdasarkan per’ambangan

sebagajmana' dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, . perlu memb_entuk
Pératuran Daerah fe.hté.ng. Pencabutan B
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 5 Tahun 2007 tentahg Perimbangan

Keuangan Kabupaten dan Desa di

Kabupaten Kapuas Hulu; -

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar -
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang - Nomor 27 Tahun 1959 .

tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat 'Noxhor 3 _Tahun‘
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Tahun 1953 'Nomor 9) sebagai

Undang-Undang  {Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk '

Indonesia Nomor 1820);



4. Undang-Undang Nomor 6 '.Ta.hun' 2014
tentang Desa_ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
I;embaran Négara Republik Indonesia.
Nomor 5495); | | '. "

5. Undang—Undahg .Noﬁlqr 23 Tahun 2014
| tentang Pernen'ntahan Daerah (Lembaran
- Negara Repubhk Indone31a Tahun 2014
~Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara :
Republik -Indone31e_1 Norn_or - 5587)
sebagaimana telah .diubah' 'bebe'rapa kali
terakhlr dengan Undang—Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas.
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ' (Lembaran
.Negara Republik Indonesia- Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
- 2014 tenta_hg Peraturanj:' PelakSanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahu.n' 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia ‘Tahun . 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran ' Negara Repubhk

Indones1a Nomor 5539) sebaga;mana telah

diubah d_enga_n Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentahg Pefilbahan :
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa’ (Lembaran Negara Repubhk

- Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran

3



S _S_EKRETARIS DAERAH KA

Pasal 2

_ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

.. Agar setiap orang mengetahuinya, 'meiner_‘inta.hkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

. Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Di.teta'pkan. di Putussib_au
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

'- Dlundangkan d1 Putussibau
pada tanggal 29 November 2016

EN KAPUAS HULU,

UHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016

'- '-NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

- PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (11) /(20 16)



Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5717); ' i
7. Peraturan Ménteri Dalam Négeri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan _

Desa;

' '- Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH |
KABUPATEN KAPUAS HULU
| dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ~PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERIMBANGAN
KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA DI
'KABUPATEN KAPUAS HULU. -

Pasal 1.

" --Peraturan._'_Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pefiﬁ1bangan Keuangan Kabupaten daﬁ Desa di Kabupaten
_ Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun‘

- | 2007 Nomor 5), dicabut dan dmyatakan tidak berlaku '



PENJELASAN
ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
| NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG.

.PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
L NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

-~ DI KABUPATEN KAPUAS HULU

I UMUM . . _ S _ _
. " Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta Peraturan Pemerinitah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan -
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
* maka setiap produk hukum daerah yang mengatur tentang desa
~ harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 .
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
- Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Berdasarkan perumbangan di atas maka Peraturan Daerah
* Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun -2007 = tentang
Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa di Kabupaten :
Kapuas Hulu perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

" II.- PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

- Cukup jelas.
Pasal 2. .
Cukup _]elas

TAMBAHAN. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU )
NOMOR 47: ' :



